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PENETAPAN
Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Sdn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
antara:

Adi Febrianto bin Misno, lahir di Rama Puja, tanggal 07 Februari 2001, umur
21 tahun, agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun V, RT.
018, RW. 008, Desa Rama Puja, Kecamatan
Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai
Pemohon |;

Rini Utari binti Romdani, lahir di Rama Puja, tanggal 08 Oktober 1999, umur
23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Dusun V, RT. 018, RW. 008, Desa
Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten
Lampung Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor
179/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Sdn
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1. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 di Dusun V, Rt. 018, Rw.
008, Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung
Timur;

2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali
nasab adalah Romdani, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Toyib
dan Candra Setiawan serta mas kawin berupa Gelang Emas sebesar 5
(lima) gr dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar
tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon
Il berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada
paksaan dari pihak manapun;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak ada
hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syari untuk melakukan
pernikahan;

5. Bahwa pada saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah, tidak ada yang
keberatan, Pemohon | dan Pemohon Il menikah dan selama ini Pemohon |
dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak murtad;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal di Dusun
V, RT. 018, RW. 008, Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara,
Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Adellia Naomi
Alifia yang berusia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai
buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka
Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan penetapan pengesahan nikah dari
Pengadilan Agama Sukadana;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Adi Febrianto bin Misno)
dengan Pemohon Il (Rini Utari binti Romdani) yang dilaksanakan pada
Minggu tanggal 04 Juni 2017 di Dusun V, Rt. 018, Rw. 008, Desa Rama
Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.
Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan
Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah
tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana,
namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada
satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan
Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk
dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon hadir secara langsung di persidangan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon | Nomor
470/300/09.2011/X1/2022 tanggal 29 November 2022 yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya (bukti P.1);
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1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon | Nomor
470/301/09.2011/X1/2022 tanggal 29 November 2022 yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya (bukti P.2);
1.3. Fotokopi  Surat Keterangan Sudah  Menikah ~ Nomor
470/299/09.2011/X1/2022 tanggal 29 November 2022 yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya (bukti P.3);
1.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-
170/Kua.08.07.9/PW.01/11/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur, tanggal 30 November 2022, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Subhardi bin Reso Sadikun, umur 51 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, RT 018, RW 008, Desa Rama
Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah
Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah
pada tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Desa Rama Puja,
Kecamatan Raman Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan atas
dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon | berstatus perjaka
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Romdani;
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- Bahwa ijab gabul dilakukan oleh wakil wali nikah bernama Dimyati
dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Toyib
dan Candra Setiawan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon | memberikan mahar berupa
gelang emas seberat 5 gram dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon |l sudah dikaruniai
seorang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga
Pemohon | dan Pemohon Il rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tetap
beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang
berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk
kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
Saksi 2, Supriyanto bin Sarimo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, RT 014, RW 006, Desa Rama
Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah
Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah
pada tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Dusun V, Desa
Rama Puja, Kecamatan Raman Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan atas
dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon | berstatus perjaka
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;
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- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Romdani;

- Bahwa ijab gabul dilakukan oleh wakil wali nikah bernama Dimyati
dengan Pemohon I[;

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Toyib
dan Candra Setiawan;

- Bahwa ketika menikah Pemohon | memberikan mahar berupa
gelang emas seberat 5 gram dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon |l sudah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga
Pemohon | dan Pemohon Il rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tetap
beragama Islam;

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang
berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk
kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya
serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para
Permohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa
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kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon
merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua
Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku
Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun
2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap
permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan
perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, telah menghadap didamdipingi kuasa hukum Para Pemohon di
persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada
tanggal tanggal 4 Juni 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Romdani, dan dihadiri saksi nikah masing-
masing bernama Toyib dan Candra Setiawan dengan mahar berupa gelang
emas seberat 5 gram dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi serta terjadi ijab gabul antara
Pemohon | dengan wakil wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada
hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi
pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai
sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan yang
diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (legal
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standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, Para Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4, masing-
masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-nazegelen dan sesuai
dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat
Keterangan Domisili Para Pemohon, secara materil isinya menyatakan
Pemohon | dan Pemohon Il, masing-masing beragama Islam dan bertempat
tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu
berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon | dan Pemohon I
beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama
Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan
sudah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rama Puja, yang telah di-
nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang
adanya peristiwva pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara
agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan
tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman
Utara, atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan
aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan
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Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 dan P.4, tersebut
dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang
diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut
telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat,
didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk
didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi
persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling
berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-
bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada
pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon | dengan
Pemohon Il pada tanggal tanggal 4 Juni 2017, di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung,
Provinsi Lampung, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Romdani, adapun yang
menjadi saksi adalah Toyib dan Candra Setiawan, dengan mahar berupa
gelang emas seberat 5 gram dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi, serta
dilaksanakan secara Islam;

-Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar
pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan,
maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan
tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap
penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah
satu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya
perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena
menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah
perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah
apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon
suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan
melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah
meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum
positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara
hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan
tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui
Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang
berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
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B4

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab
Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya
seorang perempuan yang agil baligh:

cSUL alsle)l axdWI)l 8l Jusy o
dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:
Jas samlis 5 s 33 o abog vy aizne 4S5 8lrel Lls lSi seall (89
Artinya: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan
Syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”
selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa
pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis
Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh
karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon
patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara
Pemohon | (Adi Febrianto bin Misno) dengan Pemohon Il (Rini Utari binti
Romdani) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2017 di Dusun V, Rt. 018,
Rw. 008, Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung
Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan
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Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Para Pemohon;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Adi Febrianto bin

Misno) dengan Pemohon II (Rini Utari binti Romdani) yang dilaksanakan

pada tanggal 04 Juni 2017, di Dusun V, Rt. 018, Rw. 008, Desa Rama Puja,

Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan

pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara,

Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah

disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar

biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 26 Desember
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh
Lasifatul Launiyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy dan
Ana Latifatuz Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Asep Supriadi, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Lasifatul Launiyah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Ratri Nurul Hikmah, S.Sy Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.l.
Perincian biaya:

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  450.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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